BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme diperlukan komitmen dan kerja sama
sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

-hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan bagi

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabanan;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum
saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

N



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2017 tentang  Laporan Harta  Kekayaan
Penyelenggara  Negara di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 6A sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan

4. Perangkat Daerah adalah selanjutnya disingkat
PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat ‘Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

S. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Komisi Pemerantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang
dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya
guna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi.

6A. Ajudan/Sekretaris Pimpinan Bupati dan Wakil
Bupati adalah pegawai yang diberikan tugas
membantu Bupati dan Wakil Bupati untuk
melakukan pengecekan jadwal, persiapan dan
pendampingan pada kegiatan yang dilaksanakan
oleh Bupati atau Wakil Bupati.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN
adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau
bentuk lainnya tentang uraian dan rincian
informasi mengenai Harta Kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan
data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara.

8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
secara Elektronik yang selanjutnya disingkat
dengan e-LHKPN adalah penyampaian laporan
harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.



10.

11.

12.

13.

Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang
ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan
dan mengumumkan harta kekayaannya.
Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan
mengkoordinasikan LHKPN.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada KPK.

Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk
oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN
dilingkungan instansinya.

Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk
oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN
di lingkungan unit kerjanya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri

dari:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Pejabat Struktural Eselon 11/ Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama,;

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

f. Pejabat Penatausahaan Keuangan;

g. Pejabat Fungsional Auditor;

h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara

- Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD);

i. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);

j. Staf Khusus Bupati/Kelompok Ahli Bupati;

k. Ajudan/Sekretaris Pimpinan Bupati dan Wakil
Bupati;

1. Perbekel di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan

KPK.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI TABANAN,

' d

[ KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

e

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 111



